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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berkembangnya pelayanan pemerintah memaksa kalangan birokrat 

untuk berbenah, berlandaskan asas efektivitas dan efisiensi, pemerintah 

mulai melakukan perbaikan sistem birokrasi yang dirasa sangat panjang 

dan berbelit-belit. Pada tahun 2003 landasan sistem birokrasi baru lahir 

dalam bentuk Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yang menjadi landasan 

sistem birokrasi baru yang berpedoman pada e-goverment. Sejak saat itu 

masing-masing daerah yang memiliki otoritas mulai menerapkan sistem 

tersebut. 

Sistem e-goverment dikira mampu untuk memangkas alur birokrasi 

yang terlalu panjang. Hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi dan 

informasi pada e-goverment yang menjamin transparansi, efektivitas, 

dan efisiensi. Sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung 

jalanya pemerintahan, dan mendapatkan pelayanan secara cepat. 

Penerapan sistem e-goverment diaplikasikan kedalam sebuah portal 

website pemerintahan daerah. Dimana masing-masing daerah diberikan 

wewenang dalam mengembangkanya sesuai dengan ketetapan 

Depkominfo. 
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Daerah Istimewa Yogyakarta memegang kendali sesuai dengan 

perundang-undangan untuk menerapkan sistem e-goverment. 

Pemerintah membangun sistem tersebut dengan membentuk instansi 

yang bertanggung jawab dalam hal e-goverment. Sistem website 

kedaerahan yang beralamatkan di www.Jogjaprov.go.id telah banyak 

mendapat penghargaan dari pemerintah. Akan tetapi hal itu tidak 

menjamin kualitas dan efektivitas sistem e-goverment, dikarenakan 

pemerintah dituntut untuk selalu melakukan inovasi. Pada tahun 2015 

website pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan perubahan 

yang cukup signifikan, lalu bagai mana dengan penilaian website 

pemerintah pada tahun tersebut. 

Sesuai dengan standar isi minimum website kepemerintahan 

menurut Depkominfo, untuk memenuhi kriteria website pemerintahan. 

Dan untuk menentukan kualitas dari pelayanan e-goverment website 

Daerah Istimewa Yogyakarta di dasarkan pada ke enam poin tersebut 

yaitu : 

1) Selayang Pandang, pada website pemerintah menyajikan 

informasi secara umum kedaerahan. Pemerintah menyediakan 

informasi secara lengkap dengan pengemasan desain yang 

sangat baik. pada kesimpulanya kualitas selayang pandang 

Website Daerah Istimewa Yogyakarta sangat baik dan mudah 

untuk dimengerti. 

http://www.jogjaprov.go.id/
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2) Pemerintah Daerah, disajikan dengan sangat baik, mengingat 

profil pemerintah dengan profil darah diberikan ruang khusus 

dengan kelengkapan informasi yang memadai.  

3) Geografi, tampaknya kurang perhatian khusus dari pemerintah, 

mengingat sangat minim informasi daerah yang menyangkut 

geografi Yogyakarta. Bahkan terkesan tidak diperbaharui. 

4) Peta Wilayah dan Sumber Daya, dihadirkan didalam website 

pemerintahan, namun secara kualitas masih dibawah standar, hal 

ini dikarenakan tidak lengkapnya data yang dimuat dan kualitas 

peta yang sangat sederhana. 

5) Peraturan/Kebijakan Daerah, menjadi tugas untuk pemerintah 

agar diperbaiki, secara kualitas sangat buruk dengan tidak 

berfungsinya link yang menyediakan produk hukum 

kedaerahan. 

6) Berita, dari ke-6 standar kualitas website, menu berita 

merupakan menu yang paling berkualitas dalam website 

Yogyakarta. Dikarenakan desain tata letak yang sangat baik juga 

dikarenakan berita daerah yang terupdate dan memenuhi standar 

kualitas berita. 

Pada kesimpulan kualitas website, penulis memberikan website 

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat memenuhi 

standar kualitas yang ditetapkan Depkominfo. Namun ada beberapa 

poin yang perlu diperhatikan, yaitu pada peta wilayah dan sumber daya 
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dan peraturan daerah, pada kedua menu itu pemerintah memang 

menghadirkanya guna memenuhi standar isi minimum, namun isi dari 

menu tersebut belum memenuhi kriteria standar kualitas yang baik. 

Efektivitas website Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

menjadi tolak ukur dalam menentukan seberapa jauh keberhasilan dan 

keseriusan pemerintah dalam mengadakan pelayanan secara elektronik. 

standar yang menunjukan adanya efektivitas adalah sebagai berikut : 

1) Audience, pengunjung dalam website Yogyakarta digolongkan 

sesuai dengan kepentinganya. Pemerintah menyediakan menu 

sesuai dengan jenis kepentingan pengunjung. Tentu saja inovasi 

tersebut sangat efektif untuk Audience. 

2) Content, isi dalam website pemerintah Yogyakarta sangat 

lengkap, dari kepentingan informasi, pelayanan, atau tender 

pemerintahan, sangat efektif untuk melakukan kegiatan 

pemerintah secara elektronik. 

3) Interactivity, masih menjadi tugas besar bagi pemerintah 

Yogyakarta, karena belum adanya komunikasi secara masif dan 

continue oleh pengakses website. Dan belum dapat dikatakan 

efektif dalam pelayanan ini. 

4) Usability, menjadi nilai positif bagi pemerintah Yogyakarta, 

menurut pengamatan penulis, kegunaan dan fungsi website 

sangat mudah untuk dioperasikan, mengingat faktor desain dan 
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tata letak pada website mudah dimengerti, cukup efektif bagi 

masyarakat dalam menggunakan sehari-hari. 

5) Inovation, sejak awal pembentukan website e-goverment, 

pemerintah selalu menghadirkan inovasi yang dapat mengikuti 

kepentingan masyarakat. Dirasa sangat efektif pemerintah dalam 

menghadirkan pelayanan diluar standar Depkominfo. 

Efektivitas pelayanan pada website pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dirasa cukup efektif pada saat ini untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik, dikarenakan standar 

yang sudah dipenuhi oleh pemerintah. Selain hal tersebut, pemerintah 

juga rajin dalam melakukan inovasi pelayanan elektronik, yang mampu 

mengikuti kebutuhan dari masyarakat. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas 

website Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa 

aspek penting. Guna mendukung berjalanya pelayanan publik berbasis 

elektronik pemerintah juga dipengaruhi dan didukung oleh beberapa 

faktor diantaranya : 

1) Dukungan Dari Pemerintah, menjadi landasan awal untuk 

terciptanya pelayanan e-goverment. Agar tercapai pelayanan 

yang berkualitas dan efektif dalam menjangkau kebutuhan 

masyarakat, peran pemerintah sangat pentung dalam hal ini. 

Pemerintah Yogyakarta juga memberikan dukunganya dalam 
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bentuk Peraturan Daerah, Perwal, Pergub, dan kebijakan 

pemerintah lainya yang mendukung dalam pengadaan sistem 

pelayanan secara elektronik. lancarnya pelayanan publik 

menjadi perhatian khusus pemerintah dalam bidang e-

goverment. 

 

2) Sumber Daya Keuangan yang Melimpah, menjadi dukungan nyata 

secara materiil oleh pemerintah. Daerah Istimewa Yogyakarta 

memberikan anggaran dalam fokus e-goverment dalam jumlah yang 

cukup besar. Menjadi bukti kongkrit bahwasanya pemerintah juga 

serius dalam membangun perbaikan sistem birokrasi pemerintahan.  

3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia, menjadi sorotan penting 

dimana sebagai penggerak utama dalam e-goverment. Kualitas dan 

efektivitas pelayanan e-goverment sangat ditentukan dengan adanya 

SDM yang memenuhi kriteria. Pemerintah memberikan lelang 

jabatan yang kiranya memiliki kompeten untuk mengisi bagian-

bagian penting dalam instansi untuk menggerakan instansi tersebut. 

Dukungan pemerintah dalam hal ini sangat terlihat dari adanya 

seleksi Sumber Daya Manusia dalam penempatan kepegawaian. 

4) Perubahan Perencanaan yang Matang, merupakan penyesuaian 

pemerintah dalam menyediakan pelayanan. Seperti kita ketahui 

pelayanan berbasis elektronik pada tahun sebelumnya masih sangat 

kaku, kebutuhan masyarakat yang hanya sebatas informasi, kini 
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telah berganti menjadi kebutuhan yang lebih kompleks dalam 

pelayanan elektronik. hal ini juga dapat diantisipasi oleh pemerintah 

dengan terus melakukan inovasi-inovasi yang mampu mengikuti 

bahkan memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. 

5) Dukungan dari Masyarakat, adalah faktor penting yang menentukan 

keberhasilan e-goverment. Seperti yang telah kita ketahui, 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung 

kepemerintahanya, ditunjukan dari adanya apresiasi dan inisiatif 

masyarakat dalam bidang teknologi informasi,dari kampung cyber, 

dan deklarasi dukungan masyarakat dalam Jogja Cyber Privince.  

 

 

Dari standar penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

dan efektivitas pelayanan e-goverment pada website Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta di atas, dapat dikatakan masing-masing faktor 

yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas saling mendukung satu 

sama lainya dalam membangun sistem pelayanan e-goverment berbasis 

website. Tentu saja hal ini menjadi dukungan secara positif untuk 

pemerintah dalam menjamin kualitas dan efektivitas pelayananya.  

Meninjau dari berbagai kesimpulan di atas tentu saja sangat 

mempengaruhi pelayanan publik pada e-goverment Daerah Istimewa 
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Yogyakarta. Adapun faktor yang menjadi indikator kesuksesan 

pelayanan publik e-goverment adalah sebagai berikut : 

1) Publikasi, pada website Daerah Istimewa Yogyakarta sangat 

baik, mengingat setiap content yang selalu tebaharui dan data 

pengunjung yang semakin meningkat. Penulis menilai 

pemerintah sudah melakukan publikasi pelayanan secara baik, 

melihat dari peningkatan pengunjung setiap tahunya selalu 

meningkat. 

2) Interaksi, masih menjadi tugas besar bagi setiap website 

pemerintahan tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Minimnya interaksi yang terjadi secara elektronik didalam 

website menjadi indikator bahwa pemerintah belum mampu 

untuk membuat masyarakat aktif dalam pelayanan berbasis 

elektronik. 

3) Transaksi, masih menjadi hal yang sangat langka dalam bidang 

elektronik goverment. Ditinjau dari pelayanan pemerintah 

Yogyakarta yang masih sangat minim dalam mendapatkan 

kepercayaan masyarakat agar mau melakukan transaksi 

pemerintahan secara online. Dilihat dari data yang ada memang 

pemerintah belum mampu menghadirkan sistem transaksi secara 

maksimal, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan. 

Kesimpulan secara umum mengenai pelayanan e-goverment di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut pengamatan penulis sudah baik. 
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dilihat dari standar Depkominfo, standar kualitas, standar efektivitas, 

dukungan dari pihak-pihak bersangkutan, dan jalanya pelayanan 

publik, penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar standar 

penilaian diatas sudah cukup baik. namun mengingat pelayanan e-

goverment yang terjadi, dapat dikatakan bahwasanya pengembangan e-

goverment di DIY masih setengah jalan, dibuktikanya dari belum 

adanya keaktifan masyarakat dalam website pemerintah dan belum 

adanya pelayanan transaksi secara online dari masyarakat, 

mengindikasikan adanya sistem e-goverment yang belum sempurna. 

B. SARAN 

Dari penelitian yang dilakukan penulis, menemukan banyak adanya 

ketidak siapan instansi pemerintah dalam menyediakan data, ataupun 

informasi yang lengkap dari dalam website pemerintah Yogyakarta. 

Dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem website penulis 

memberikan masukan dan saran dalam beberapa poin diantaranya : 

1. Link yang mati dalam website pemerintahan DIY masih cukup 

banyak sehingga tidak dapat menampilkan content secara 

semestinya.  

2. Melakukan update secara menyeluruh tentang data yang terdapat 

dalam website. Penulis menemukan banyak sekali data yang 

sudah tidak valid untuk dipublikasikan. Sehinnga pemerintah 

harus memperbaharui secara berkala. 
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3. Pemerintah perlu menyiapkan solusi guna menarik minat 

masyarakat untuk menggunakan dan melakukan pelayanan 

pemerintahan melalui website DIY. 

4. Melakukan trobosan dalam mengelola halaman interkasi dalam 

website yang selama ini masih pasif. 

Saran yang diberikan merupakan hasil penelitian selama melakukan 

observasi melalui website dan instansi secara langsung. Diharapkan 

dapat memberikan pandangan baru dalam melakukan penyepurnaan e-

goverment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


